
Presiden Joko Widodo berkeinginan berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bulan Juli ini
atau sebulan sebelum pelaksanaan upacara peringatan ke-79 Proklamasi Kemerdekaan
Republik Indonesia di IKN. Menurut Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Diana Kusumawati, pembangunan kantor dan tempat
tinggal presiden, sarana dan prasarana pendukung seperti air, bandara VVIP, dan jalan tol akan
selesai di Juli ini. 

Untuk pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan Timur Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)
yang berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara telah memasuki seksi
6C-1 SP, 3 ITCI Simpang 1B. Proyek yang dipegang PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) ini
nantinya menjadi infrastruktur jalan vital di wilayah tersebut. Kontrak tahap pertama memiliki
jangka waktu dari 21 Maret 2024 hingga 19 Juli 2024 dan tahap kedua berlangsung dari 21 Mei
2024 hingga 30 September 2024. Saat ini, progres proyek mencapai 67,90% dan ditargetkan
selesai pada akhir September 2024. 

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengungkapkan progres
pembangunan lapangan upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-79 dan Istana
Negara di IKN, sudah mencapai 77,9%. Proyek ini optimis selesai tepat waktu. Proyek lapangan
upacara dan istana negara dikerjakan secara kerja sama operasional (KSO) oleh PT PP dan
Wijaya Karya. Fasilitas yang telah terbangun di antaranya area plaza tamu agung, lapangan
upacara, area lobi dan area kolom 34 pilar. Untuk area interior terlihat ruang kredensial, ruang
bendera pusaka dan ruang kegiatan resmi yang sudah hampir siap digunakan saat kegiatan
acara upacara HUT RI ke-79 untuk menyambut tamu kenegaraan baik dari dalam maupun luar
negeri. Sedangkan proyek Gedung Sekretaris Presiden progres pembangunannya telah
mencapai 91,12%. Pembangunan gedung Kementerian Koordinator 3 yang meliputi bidang
politik dan keamanan dengan progres 80,14%, serta Kementerian Koordinator 4 yang
mencakup bidang pembangunan manusia dan kebudayaan memiliki progres 85,22%. Proyek
Gedung Sekretariat Presiden, Kemenko 3 dan 4 akan selesai di tahun ini.

Mega proyek IKN ini telah menyerap dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
hingga Rp72,3 triliun sepanjang tiga tahun belakangan. Kementerian Keuangan mencatat telah
mengeluarkan dana APBN untuk IKN sebesar Rp5,5 triliun pada tahun 2022, Rp27 triliun pada
tahun 2023, dan Rp39,8 triliun pada tahun 2024. Postur APBN untuk pembangunan IKN
didesain sebesar 20% dari total kebutuhan anggaran IKN Rp466 triliun atau sekitar Rp93,2
triliun. Artinya, pendanaan IKN hingga tahun 2024 telah mencapai 77,57%. Menyikapi kondisi
tersebut, dibutuhkan investor sebagai sumber pendanaan baru untuk menutupi kebutuhan
dana pembangunan IKN. Di sisi lain, diperlukan pengawasan atas realisasi APBN untuk
pembangunan infrastruktur IKN sehingga terkontrol akuntabilitas dan outputnya.  20
24

PROGRES PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
DALAM RANGKA HUT RI KE-79 DI IKN

Isu dan Permasalahan

Is
u 

Se
pe

ka
n

Pusat Analisis Keparlemenan
 Badan Keahlian Setjen DPR RI Nidya Waras Sayekti

Analisis Legislatif Ahli Madya
nidya.ws@dpr.go.id

 B
id

an
g 

Ek
ku

in
ba

ng
, K

om
is

i V

Ju
ni

M
in

gg
u 

ke
-4

 (2
4 

s.
d.

 3
0 

Ju
ni

 2
02

4)



IsuSepekan

https://pusaka.dpr.go.id

EDITOR
Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

Layouter
Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Ekkuinbang

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

@pusaka_bkdprri ©PusakaBK2024

Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

20
24

Kompas, 1 Juli 2024;
kontan.co.id, 25 Juni 2024; 
mediaindonesia.com, 30 Juni 2024; dan
tempo.co, 30 Juni 2024.

Sumber

Pembangunan IKN terus dikejar penyelesaiannya guna mempersiapkan
pelaksanaan upacara peringatan ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik
Indonesia pada 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara. Presiden Joko Widodo
berharap sudah bisa berkantor di IKN pada bulan Juli ini. Penyelesaian
pembangunan infrastruktur di IKN menjadi perhatian Komisi V DPR RI. Komisi V
DPR RI perlu segera meminta Kementerian PUPR melakukan evaluasi progres
pembangunan infrastruktur di IKN secara lengkap dan terperinci. Proses
percepatan pembangunan infrastruktur IKN ini harus dilaksanakan secara
akuntabel. Komisi V DPR RI juga perlu melakukan pengawasan intensif atas
pelaksanaan pembangunan infrastruktur di IKN sehingga dapat selesai tepat waktu
dan dapat digunakan sebagaimana mestinya tanpa ada kendala. A
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